










Menutup pendapat fraksi ini kami mengutip piwutang Sri

Sunan Pakubuwono lV sbb:

" Dhedhasaring angasto nega ri,
kudu bener kudu lantip,

sepi pamrih den kaesti,
pesunen sarironira,
jejeging adil den udi',.

artinya: syarat untuk mengetota negara adatah kejujuran dan
kecakapan, mengesampingkan kepentingan pribadi,

. 
mengendatikan hawa nafsu serta menegakkan keaditan.

Bita ada kata-kata yang kurang berkenan pada
penyampaian Pendapat Fraksi Karya sejahtera kati ini, kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan yME

senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua
datam menjatankan tugas dan pengabdian membangun
Kabupaten Rembang.

Rohayu ingkong somya pinonggih - Wossolomu,oloikum wo
rohmatullohi wo barokatuh.

DPRD KABUPATEN REMBANG
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FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPATAKHIR

TERHADAP

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANC,GARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHLIN ANGGARAN 2016

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupaci Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Suf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

DinasBadan/Kantor/Bagian/Instansi Verrikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Kerua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan

hadirin yang berbahagia.

A ssal aamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan

Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini klta dapat menyampail<an

Pendapac Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2016

dalam keadaan sehat.



Pimpinan dan ha&rin yang berbahagia,

1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran perubahan

ini cukup besar, untuk iEu kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten

Rembang untuk bekerja lebih optimal sehingga Eargec PAD dapar

rerwujud

2. Mengingar Tahun Anggaraan hanya cersisa 3 (riga) buian, kami

mengharapkan segenap perangkat daerah untuk dapat tertib wakru,

baik dalam penyusunan dokumen, penatausahaan ataupun

pelaksanaan kegiatan.

3. Penyerapan anggaran menjadi isu srrategis di banyak daerah, rermasuk

di Kabupaten Rembang. Terapi kami meyakini bahwa kira ti&k akan

berhenti kepada penyerapan anggaran saja, namun juga kualitas

pelaksanaan kegiatan/pekerjaan. Kuantitas dan kualitas adalah dua sisi

mata uang yang harus selalu kita jaga keseimbangannya, agar &par

mencapai Visi Misi yang telah dicita-citakan bersama.

4. Kami mengajak setiap pemangku kepenriagan (stckrholdcr) untuk

bersama-sama saling mengingarkan dalam kebaikan, menjaga dan

mengawal program-program pemerintah untuk mewujudkan

masyarakat yang a&l dan sejahtera.



Pimpinan sidang danhadirin yang kami muliakan,

Demikianiah pendapat akbtu dari Fraksi Harapan dan kami mensepakati

Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, serta dapat

dilaksanakan sebaik-baiknya unruk kepentingan masyarakat. Semoga

pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik dan

tidak lepas dari pecunjuk Allah SWT Aamjn.

Billahifiut'iqwalhidsysll

Wassalaamu'alaikum Wanhm a tullahi Wabankatult.

Rembang, 26 September 2016

FRAKSIHARAPAN

DPRDKAB.REMBANG



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKITAN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19rAHUN2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAEMHTENTANG PERUBAHAN ANGGAMN PEHOA-iAiEII DAN BEIANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGAMN ZOrc 

-

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DEWAN PERWAKII.AN MKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

P*y: o:lq:l--1d"p" perubahan. terhadap asumsi Kebijakanumum Anggaran pendapatan d9n Belanja Daerah yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisisi antar fegiatai
dan antar jenis belanja, yang menyebibkan sisa lebih tahun
:e_oerumny3 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

^nggaran 
beqatan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun engi"rani010 ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu

T_:Tllplll Rancangan perubahan Anggaran pendapatan' danEeranJa U€erah Kabupaten Rembang Tahun 2016 menjadi
Peraturan Daerah ;

bahwa untuk maksud tersebut pad_a huruf b, perlu persetujuan
Dewan Penrakilan Rakyat Oaeran Kabup"ten hlr'Oang .

Undang-Undang NomoLl3 Tahun 19SO tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunlan'-eroplnsiJawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 198S tentang pajak Bumi danBangunan sebagaimdna telah diubah. d;G; Un'O-"ng_rno"ng
Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubatran itas UnJang_UnOang
Nomor .12 Tahun 1985 tentandpajak Bu;i da; B;;;;nan ;

Undarg-Undang Nomor 21 Tahun ,1997 tentang Bea perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ;



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun "1997 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolosi dan Nipotisme;

5. Undang-Undang Nomoll7 Tahun 2003 tentang Keuangan .

Negara ;

6. Undang-Undang Noiror 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20M tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2lTahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah ;

l8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;



lg.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan.
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ,

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ;

27.Peruluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

2S.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman
Daerah ;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

3l.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ;

32.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomort 3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah ;

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor



13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo-r
32 Tahun 201 I tentang pedoman pemberian Hibah din Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah ;

3T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O1S tentang
Pedoman penyusunan 

,fnggaran 
pendapatan dan Betinjl

Daerah Tahun Anggaran 2016-;

3S.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006tentang Pokok - pokok pengelolaan Keiangan-Daerah ;

39.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 20Ogtentang Organisasi dan Tlla.K9J19 pera-ngkat Oaeran faUupaten
Rembang sebagaimana telah diubah Oeigan-p;trran Daerah
fgbuoaten Rembang Nomor 1 ranun-ioiz ienLng perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor fZ fanun"-ZOOA tentant
Organisasi dan Tata Kerja perangkat Oaeran ;-'

4o.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2O1Stentang pedoman penyusunan nngglran Fendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Rembang ir-f,rn nnbg"r"n 2016.

4l.Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah KabupatenRembang Nomor 1 Tahun 2014 tenta'nj p;;il;, Tata TertibDewan penvakitan Rakyat Daerah 
-K"d;;;" 

Rembangsebagaimana terah diubah dengan peraturan dewan perwakiran
Rakyat Daerah. Kabupaten nlmo,ang 

-NJ;J 
i ranun zotstentang Perubahan atas peraturan O'e*an i"r*akilan Rakyat

9"qfl Kabupaten Rembang Nomor 1 f"nm ZOil tentang TataTertib Dewan penvakitan Ralyat Daerah Gilp"t;, Rembang.

Memperhatikan : 1.

2.

Menetapkan
PERTAMA

3.

laporan B_adan Anggaran 
-DpRD Kabupaten Rembang pacla

langgal 26 September 2016; .

Pendapat Fraksi-fraksi Dewan peruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal ze sept"mo"i liji6l'
remDlcaraan-pembicaraan dalam Rapat paripurna DewanPerwakitan Rakyat Daerah KabupateilRemf ialggar zoSeptember 2016 .

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan
Anggaran Pendaoaran d?n Betanja D;;;;h" KabupatenRembang Tahun 2016 beserta G*OJ-""-perubahannyasebagaimana tersebut dalam Laporan g"drn dgg"r"n untukditetapkan menjadi peraturan Oaerarr-; 

----'' ' "'vvc

I:lf"-ff-tt proses setanjutnya sebagaimana DiktumPERIAMA Keputusan ini tepaoir iripati R;-b;;;'''
KEDUA



KETIGA : Keputusen ini mulai berlaku mda tangggl dltetapkan .

Dit€trapkan di Rombeng '
padabnggal 26 September 2016

RAT(YAT DAERAH
.;ro

f
i-
+\



BUPATI REMBANG ,

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPUIINA

PENDAPAT AKHTR BUPATI A'TAS HASIL
RANCANGAN PERDA TENTANG : PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2Ot6

Rembang, 26 SePtembet 2016

Assalamu'alaikum Wr.Wb. :

Ykh. - Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang ;

Ykh. - Para Ketua Komisidan Anggota DPRD

Kabupaten Rembang ;

Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab. Rembang ;

Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf l hli, Asisten dan

Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten

Rembang;
Ykh. - Kepala SKPD se Kab. Renrbang ;

Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang

berbahagia.



Mengawali pertemuan kali ini

perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian

untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
limpahan Rahmat dan Ridho-Nyalah kita dapat
menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka
Pendapat Akhir Bupati Atas Hasit :Rancangan

Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Remllang Tahun
Anggaran 2016, dalam keadaan sehat wal'fiat.

Kami sampaikan "terima kasih" kepada
semua pihak, terutama jajaran legislatif yang telah
mendukung dan mencurahkan perhat:ian dengan
semangat yang tinggi membahas hingga
selesainya proses penyusunan jRancangan

Peratrran Daerah tentang Perubahan APBD

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016

sehingga berjalan lancar dan tepat wal:tu.
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;

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Pembahasan Raperda perub:rhan APBD

Tahun Anggaran 2016 yang diselenggarakan
bertujuan untuk mengantisipasi perubahan
kegiatan dan program-program baru daerah yang
tentunya mempengaruhi belanja daemh, selain hal
tersebut guna mempercepat program-program
pembangunan untuk segera rJilaksanakan
sehingga masyarakat dapat meniknrati program
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penyusunan Rancangan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Betanja Daerah (RAPBD
Perubahan) Tahun Anggaran 2016 ini, pada setiap
program yang akan dilaksanakan nantinya dapat
memberikan output dan outcome dengan kuantitas
dan kualitas yang terencana dan terukur. Hal ini
merupakan implementasi dari fungsi perencanaan,
fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi
pengendalian dan evaluasi petaksanaan strategi
kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk
manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian melalui Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini



diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat
menampung aspirasi berbagai progpm dan
kegiatan yang berkembang di masyarakat.iUntuk itu,

dengan perubahan anggaran ini diharapkan dapat
menyempumakan program atau kegiatan yang
sudah berjalan maupun yang belum terernggarkan
pada APBD lnduk . Tahun Anggarern 2016,
sehingga dapat mempercepat pencapaian tahapan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Rembang.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa

sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini

ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan
koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan
terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan
Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan
persepsi dan pemahaman terhadap setiap
perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang

dituangkan dalam program dan kegiatan, serta

besaran Rancangan Perubahan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016.

Rancangan Peraturan daerah ini akan
menjadi pedoman dan rujukan keb'rjakan kita pada
tahun 2016 ini dalam melaksanakan aktivitas
pemerintah dan pembangunan , Kabupaten
Rembang diberbagai sektor. Untuk itu, saya tetap
optimis bahwa kebijakan anggaran . yang telah
disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah
daerah dapat kita manfaatkan secara efektif untuk
memacu pembangunan dan pertumbuhan
perekonomian demi kesejahteraan :masyarakat

Kabupaten Rembang yang kita cintai irii.
Adapun Pendapatan Daerah pada Rancangan

Perubahan APBD tahun 20fti sebesar
R p. 1 . 490. 592.7 42.455, - (Satu tri I I i u n ctm pat ratu s
sembilan puluh milyar lima ntuli sembilan
puluh dua juta tujuh ntus empat puluh dua
rtbu empat ratus lima puluh lima ntpiah), pada
APBD tahun 2016 sejumlah Rp.
1.596.566.692.500,- (Satu trilliun lima ratus
sembilan putuh enam mllyar tima tatus enam
puluh enam juta enam rutus sembilan puluh

l



dua rtbu lima ratus rupiah). Maka terjadi
penurunan sebesar Rp.105.973.950.045,-
(Senatus lima milyar sembilan ntus tujuh puluh
tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu empat
puluh lima rupiah).

Selanjutnya, untuk belanja daerah pada
Rancangan Perubahan Belanja APBD Tahun 2016
sebesar Rp.1.874.875.616.260,- ( Satu triiliun
delapan ratus tujuh putuh empat milyar
delapan ntus tuJuh putuh lima juta enam ntus
enam belas ribu dua ntus enam puttih rupiah)
dibanding anggaran belanja daerah pada ApBD
tahun 2016 sebesar Rp.1,937,216.565.1.10,- (Safu
trilliun sembilan ntus ilga putuh tujuh milyar
dua ntus enam belas juta tima rat.us enam
puluh lima ribu seratus sepuluh rupiith), maka
terjadi penurunan sebesar Rp. 62.340.949.950,_
(Enam puluh dua milyar tiga ntus empat puluh
juta sembllan ratus empat puluh delapan ribu
delapan ntus lima puluh rupiah). ,

Pada Rancangan perubahan ApBD Tahun
2016 terdapat defisit sebesar
Rp.384.282.873.805,- (Tiga ntus detapan putuh
empat milyar dua ratus delapan puluh:dua juta



delapan ratus tujuh putuh tiga ribu delapanT
ratus lima rupiah), yang akan dituttlp melalui
pembiayaan daerah sebesar Rp.

384.282.873.805,- (Iiga ratus delapan puluh
empat milyar dua ratus delapan pulul\ dua iuta
delapan ntus tuiuh puluh tiga ribt! delapan
ratus lima rupiah), sehingga pada Rancangan
Perubahan APBD Tahun 2016 menjadi tialance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya trormati,
Melalui rapat Paripurna ini, sekali lagi saya atas

nama Pemerintah Kabupaten i Rembang

mengucapkan terima kaslh kepadai saudara

Pimpinan dan segenap Anggota Derwan, Tim
Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh

Pimpinan SKPD beserta staf yang telah bekerja

keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda

Perubahan APBD Kabupaten Remberng Tahun

Anggaran 2016 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kdtik konstruktif
yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas

Komisi DPRD semoga dapat digunakan sebagai

bahan untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah



8

daerah, utamanya dalam peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat

diKabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami

sampaikan dalam Rapat Paripuma Perselujuan

Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan kepada kita rdalam

membangun daerah dan mensejahtr:rakan

masyarakat Kabupaten Rembang. Amin, antin, ya

Robbal'Alamin.

Wassalam u' alai ku m Wr. Wb.

BupatiRembang

/lrw'x.@z



BERITAACARA

NOMOR | 9OO tt/7t2016
NOMOR , 9gg 12oty1 2916

PERSETUJUAN 
-q-E-!SAMA 

KEPALA OAERAH DANDEWAN PERWAKILAN NAiiii OACNU
KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PETIIqT$ DAERAH KABUPATEN REMBANGTENTANGPERUBAHAN1^lg-95A'-iEIi6ii;TihDANBELANJADAERAH
KABUpATEN REMBANG ranur.i auGsanaN zora

Pada Hari ini senrn tanoqar dua puruh enam buran septemb* Tahun Dua RibuEnam Betas kami yang Sertanda tingan jrba;.i];':

:luOati Rembang, dalam hal ini bertindak untukctan atas nama pemerintatr Daeiaii GLr;;"^Rembang_ yans beratamal oi1arrr' p Dff;ff;i;
I;_^|f rHTliiX setanjutnya aiseuut " seiZlai

:Ketua Dewan penrvakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang

3' H' BrsRr .HOLIL LAQ,F : wakir Ketua Dewan perwakiran Rakyat DaerahKabupaten Rembang.

I. H. ABDUL HAFIDZ

2. H. MAJTD KAMTL MZ

4. SUMARSIH ;Wakil Ketua Dewan penrvakilan Rakyat DaerahKabupaten Rembang .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DewKabupaten n"ro"-isl ;r;rJ utnya disebut sebagai r,,..T*?.igfl:n Rakyat Daera h

Menyatakan bahwa :

' l5*n:"tl]11n"';: P'HAK KEDUA terah 
.membahas dan menyetujui

re$tr[:iig:*ffi i$ffi ifrH:r*liril"i*#$jii:l



2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubemur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditanda

tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

26 September 2016

BUPATIREMBANG

fi7nw, H. ABDUL HAFIDZ

KABUPATEN

KAMIL MZ

WAKIL KETUA KABUPATEN

M. B]SRI LAQUF

WAKIL KETUA KABUPATEN


